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                                               ABSTRAK 
    Andi Helsa Adilah (B1111 11 12) “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Perikanan” (Studi Kasus Putusan Nomor  99/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Pkj). Dibimbing oleh 
Prof. Dr. Muhadar sebagai Pembimbing I dan Bapak Abd. Asis sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk 
mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perikanan dan yang 
kedua untuk mengetahui perkembangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan 
hukuman dalam Putusan Nomor 99/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Pkj. 
            Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negri Pangkajene, dengan metode penelitian 
yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (library 
research) Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara hakim sedangkan data 
sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta 
pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasa penulisan ini. 
          Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) Jaksa Penuntut Umum dalam 
membuat dakwaan sudah tepat dan sesuai yaitu menggunakan dakwaan tunggal pada Pasal 
85 Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo 
Peraturan mentri kelautan dan Perikanan RI No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan 
penggunaan alat penangkapan ikat pukat hela (TRAWLS) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di 
Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Tetapi Jaksa menuntut 
terdakwa menurut penulis masih kurang tepat dalam hal penjatuhan pidana (2) 
Pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap putusan Nomor 99/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Pkj 
dalam menjatuhkan hukuman terdakwa kurang tepat da dirasa belum adil dikarenakan dalam 
menjatuhkan pidana hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti secara 
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A. LATAR BELAKANG 
Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua 
Australia, serta dua Samudera yakni, Samudera Atlantik dan Samudera 
Hindia yang sangat luas. Dengan demikian, adanya posisi Indonesia 
yang berada diantara dua samudera tersebut maka secara otomatis 
Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada diantara 
pulau yang lazim disebut “selat”. Indonesia yang berada pada posisi 
yang diapit oleh dua samudera tersebut menyebabkan daerah lautan 
dan perairan diIndonesia memiliki aneka sumber daya alam yang 
berlimpah. 
Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) 
dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dengan panjang pantai 
81.000 km2 yang terdiri dari 0,3 juta km2 (5,17 %) laut teritorial, 2, 8 juta 
km2 (48,28%) perairan kepulauan, serta 2, 7 juta km2 (46, 55 %) Zona 
Ekonomi Eksklusif (kemudian disingkat ZEE).1  
Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai 
sepanjang 81. 000 km2 dan kawasan laut seluas 5,8 juta, dinilai memiliki 
keanekaragaman kekayaan yang terkandung didalamnya sangat 
                                                          
1 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rakyat RI, Penggantian 
dan Pembaharuan Perundang-Undangan Kolonial Menjadi Nasional ( Stb.1939 No. 442 
Territoriale ZEE En Mariteme Kringen Ordonantie), (Jakarta, 1996/1997), hal.1 
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potensial bagi pembangunan ekonomi negara. Luas laut Indonesia 
meliputi 3/4 (tiga per empat) dari seluruh luas wilayah Negara Indonesia. 
Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab 
yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk 
mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan 
kemampuan dibidang maritim berupa peralatan dan tekhnologi kelautan 
modern serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola 
sumber daya yang terkandung didalamya, seperti : ikan, koral, mineral, 
biota laut, dan lain sebagainya.  
Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia 
khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai 
dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (selanjutnya 
disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya 
kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta 
persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan 
nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang 
secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak 
sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang 
umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan Tindak Pidana 
Perikanan yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat 
tangkap trawl. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata 
hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak 
kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang.  
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Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang 
dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan 
bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang 
yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana 
Perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber 
daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.  
Terkait dengan permasalahan Perikanan, upaya suatu negara yang 
mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. 
Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus Perikanan 
harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannnya 
upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain 
berbeda. Salah satunya adalah kasus Tindak Pidana Perikanan yang 
terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil 
oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing 
dengan cara peledakan.2 
Tindakan Perikanan sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. 
Awal bulan Desember tahun 2014 terjadi penangkapan ikan secara 
illegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, Pulau 
Anambas, Kepulauan Riau oleh 3 (tiga) kapal nelayan Vietnam. 
Personel TNI Angkatan Laut dari KRI Barakuda 633 mengevakuasi 
                                                          
2 Anonim, ___, "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main"  URL: 
http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal Ditenggelamkan-Jokowi-
Kami-Tak-Maimain, diakses tanggal 30 Oktober 2016. 
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Anak Buah Kapal (ABK), kemudian menurunkan paksa dari kapal 
Vietnam ke KRI Barakuda 633. Ada 8 (delapan) ABK kapal nelayan 
Vietnam yang diamankan di KRI Barakuda633 dan di periksa satu 
persatu. Komandan KRI Barakuda 633 berjanji akan bertindak tegas. 
Pihaknya akan mengambil tindakan untuk menenggelamkan kapal 
nelayan Vietnam dengan carameledakkan ketiga kapal nelayan milik 
Vietnam tersebut yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. 3 
Dalam konteks hukum Indonesia Tindak Pidana Perikanan saat ini 
diatur oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 
yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan 
yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) dan ZEE Indonesia serta berdasarkan 
ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan 
pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang 
Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan 
Undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia 1945, untuk 
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat Indonesia. Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar 
dalam memberantas Tindak Pidana Perikanan, namun dalam 
                                                          
3 KRI Baracuda tangkap Nelayan Illegal asal Vietnam" URL: http://laut.co.id/kri-barakuda-




pelaksanaannya UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan belum 
dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. 
Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan 
suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah 
perairan. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa jika masyarakat 
dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan 
destruktif, maka dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri 
sendiri, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Bertolak dari 
hasil pengamatan penulis terhadap Tindak Pidana Perikanan, yang 
akhir-akhir ini cenderung meningkat, kemudian karena kurangnya pihak-
pihak yang mengungkapkan dan membahas sekitar permasalahan 
Tindak Pidana Perikanan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Perikanan Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Studi Kasus 
Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di 
atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, 
dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak 
Pidana Perikanan? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
menjatuhi putusan Tindak Pidana Perikanan. 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara 
Tindak Pidana Perikanan di kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap Tindak Pidana Perikanan di kabupaten 
Pangkajene Kepulauan. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain 
sebagai berikut:  
1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan ilmu 
hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang 
berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan. 
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan 
khususnya kepada saya (peneliti) dan umumnya bagi para 
mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku 
Tindak Pidana Perikanan. 
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan 
untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang 
berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas 
dalam penelitian ini. 
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4. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum 
dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya 























A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaar feit. starafbaar 
feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti 
delik. Strafbaar feit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit, yang 
masing-masing memiliki arti Straf Diartikan sebagai pidana dan hukum, 
Baar Diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit Diartikan sebagai 
tindakan peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 4 
Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana).5 
Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-
beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:6 
Simons merumuskan bahwa “Een strafbaar feit” adalah suatu 
handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatic) 
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua 
golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan 
                                                          
4 Amir ilyas,2 012. Asas-asas hukum pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19 
5 Ibid. Hal.19 
6 E.Y Kanter & S.R. SIANTURI, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205’ 
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yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan 
unsur-unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan 
kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) dari 
petindak. 
Van Hamel merumuskan bahwa “strafbaar feit” itu sama dengan 
yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 
“tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Di dalam Buku II KUHPidana terdapat rumusan-rumusan perihal 
tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan,  dan di 
dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu 
disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah 
laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 
KUHPidana (penganiayaan). 
Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, 
mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, 
banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obkjek 
kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.  
Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-
unsur yang meliputi: 7 
a. Adanya Perbuatan.  
b. Yang dilarang ( aturan Hukum).  
c. Ancaman Pidana ( bagi yang melanggar).  
                                                          




Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak 
mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian 
diancam pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya 
dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
Undang undang.8  
Menurut Adami Chazawi,dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 
pidana, yaitu: 
1. Unsur tingkah laku  
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan  
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai  
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana  
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana  
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana  
9. Unsur objek hukum tindak pidana  
          10.Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana  
          11.Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.   
 
Berdasarkan unsur-unsur diatas, diantaranya terdapat dua unsur 
subjektif yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum, sedangkan 
selebihnya berupa  unsur objektif. Adakalanya unsur melawan hukum  
bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada 
pencurian (Pasal 362KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu 
                                                          




dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). 
Atau pada Pasal 251 KUHPidana pada kalimat “tanpa izin memerintah” 
juga pada Pasal 253 KUHPidana pada kalimat “menggunakan cap asli 
secara melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan hukum 
subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 
KUHPidana), pemerasan (Pasal 368 KUHPidana), pengancaman (Pasal 
369 KUHPidana) dimana disebutkan untuk mengantungkandiri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan 
hukum pada perbuatan memiiliki dalam penggelapan (Pasal 372 
KUHPidana) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa 
memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan 
celaan masyarakat. 
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum 
objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak 
pidana yang bersangkutan. Unsur-unsur tindak pidana  dapat  di  
bedakan  menjadi  dua  macam unsur, yakni: (a) unsur-unsur subjektif, 
dan (b) unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, 
dan termasuk ke dalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan 
hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :  
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa).  
b. Maksud atau voornemen pada satu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.  
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti, kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan. 
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHPidana  
e. Perasan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 
KUHPidana. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :   
1. Sifat melanggar hokum;  
2. Kualitas dari sipelaku;  
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.9 
3. Jenis-jenis tindak pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar dasar tertentunya, yakni seb 
agai berikut:10 
a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 
III. 
                                                          
9 Adami Chazawi, 2002: 82 
10 Op.Cit. hlm.28 
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Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman 
pidana penjara. 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan, 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/ atau 
tidak tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari 
perbutan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan 
semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pad pencurian Pasal 
362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya 
perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 
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mana wujud perbuatan yang dilakukan tetapi sepenuhnya 
tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.11 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak sengaja (culpa) 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif/negatif,disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa tindak perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah pebuatan 
yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari 
anggota tubuh yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang 
melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam 
tindak pidana yan dirumuskan secara formil maupun secara 
materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam 
KUHP adalah tindak pidana aktif. 
                                                          
11 Op.cit.hlm. 29 
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Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 
murni dan tidak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana 
pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil 
atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu 
tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan 
tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar 
timbul. 
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. 
f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II 
dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal 
ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini 
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dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik  
diluar KUHP.12 
g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan 
tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, 
tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, 
sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya 
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni 
korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga 
tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa 
khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.13 
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
tindak pidana yang dapat diperberat dan tindak pidana yang 
diperingan. 
                                                          
12 Op.cit. hlm.31 
13 Op.cit. hlm.33 
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Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi: 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan  
3) Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur unsur bentuk pokok itu, 
melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau 
pasal bentuk pokonya, kemudian disebutkan atau ditambahkan 
unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 
tegas  dalam rumusan. Karena ada faktor-faktor pemberatnya 
atau faktor-faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak 
pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu 
menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 




Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam 
KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak 
pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP 
adalah berupa tindak pidana tunggal.  Sementara itu yang 
dimkasud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan 
dilakukan secara berulang.14 
B. Tindak Pidana Di Bidang Perikanan 
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan 
secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat 
dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud 
in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam 
                                                          
14 Op.cit. hlm. 33 
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arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma 
yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah 
suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturang undang-
undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan 
ancaman pidana.15 Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.16 Tindak 
pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar 
KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya 
dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan 
Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan 
negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah 
satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang 
perikanan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan 
perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa 
memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat 
penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan 
ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan 
masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. 
Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan 
alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal tanpa 
                                                          
15 Tri Andarisman, Op.Cit hlm 70 
16 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,     




mempunyai surat perizinan serta masih bnyak lagi kasus yang 
lainnya.  
Tindak pidana dibidang perikanan menurut UU RI No. 45 tahun 
2009 perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan 
(selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik 
kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 
91, Pasal 92, Dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 87, Pasal 
89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 
100 dan Pasal 100C. 
Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 
dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang 
termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam 
suatu sistem bisnis perikanan.17 Bisnis perikanan tersebut sering 
terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan 
mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.  
Tindak pidana perikanan juga dapat didefenisikan dari beberapa 
aspek yaitu :  
                                                          




a. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan diartikan dari 
aspek ruang lingkup aktivitas di bidang perikanan;  
b. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan yang diberikan 
atas dasar modus operandi tindak pidana yang dilakukan;  
c. Pengertian tindak pidana perikanan dilihat dari aspek wilayah 
atau daerah atau tempat terjadinya tindak pidana, maka tindak 
pidana di bidang perikanan dapat diartikan sebagai  tindak 
pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana wilayah 
perairan.  
Penangkapan ikan dengan menggunakan bom/bahan peledak 
yang digunakan oleh pelaku tindak pidana atau kejahatan dengan 
maksud dan  tujuan tertentu, dengan cara atau modus kejahatan 
yang telah direncanakan sehingga menyebabkan rusaknya potensi 
sumber daya ikan  di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia merupakan  perbuatan yang dilarang oleh 
peraturan perundang-undangan sehingga digolongkan dalam tindak 
pidana perikanan.  
Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang tindak  
perikanan mengatur tentang penangkapan ikan dengan 
menggunakan  bom/bahan peledak berbunyi :  
“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, 
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di 
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kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana daimaksud dalam Pasal 9 
dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”    
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana 
Perikanan ini menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku dengan  
ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00. 
2. Klasifikasi Tindak Pidana Perikanan 
Adapun penggolongan klasifikasi yang banyak ditemui di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb fishing) 
Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih ada yang 
menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh 
sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan 
perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat 
kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan 
peralatan perahu, compressor, alat selam, serta bahan-bahan 
untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, 
sumbu api). Dampak keras yaitu rusak/hancurnya terumbu 
karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh 





2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (cyanide fishing) 
Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang 
dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan 
penangkapan ikan dilaut/perairan ini dilakukan oleh nelayan 
secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh 
“punggawa/intelektual dader” yang telah mempersiapkan 
kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut. 
Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam 
laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 
meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia 
potassium/calium cyanide (potas) ke dalam lubang-lubang 
karang yang terdapat ikan yang sementara memangsa plakton-
plakton kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan calium 
cyanide tersebut akan pingsan dan dengan mudah untuk 
ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudia dimasukkan 
kedalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung 
calium cyanide, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang 
selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup. 
“Punggawa/intelektual dader” biasanya memiliki 
penampungan/penjemput ikan, keramba di tengah laut, dimana 
nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung. 
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Dengan sasaran ikan yang hidup di terumbu karang yang 
dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikomsumsi 
oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan 
tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang, 
terganggunya ekosistem perairan, dn musnahnya biota laut 
lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga 
berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian 
lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang. 
Ikan yang ditangkap dengan sianida itu biasanya cepat busuk, 
sehingga sangat mudah dibedakan antara ikan hasil tangkapan 
yang normal. Bahkan ikan tersebut tidak bisa diekspor lantaran 
negara-negara luar tidak bisa membelinya. Apalagi kalau sudah 
mengandung racun atau zat kimia. Bila demikian, jelas akan 
merugikan bagi nelayan itu sendiri.18 
3. Penangkapan ikan dengan menyalahi daerah penangkapan 
ikan (fishing ground). 
Fishing ground atau daerah penangkapan ikan adalah suatu 
daerah perairan dimana ikan yang menjadi sasaran 
penangkapan tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat 
tangkap dapat dioperasikan serta ekonomis.Suatu wilayah 
perairan laut dapat dikatakan sebagai “daerah penangkapan 




ikan” apabila terjadi interaksi antara sumberdaya ikan yang 
menjadi target penangkapan dengan teknologi penangkapan ikan 
yang digunakan untuk menangkap ikan. Hal ini dapat diterangkan 
bahwa walaupun pada suatu areal perairan terdapat sumberdaya 
ikan yang menjadi target penangkapan tetapi alat tangkap tidak 
dapat dioperasikan yang dikarenakan berbagai faktor, seperti 
antara lain keadaan cuaca, maka kawasan tersebut tidak dapat 
dikatakan sebagai daerah penangkapan ikan demikian pula jika 
terjadi sebaliknya. 
Wilayah perairan indonesia terdiri dari 11 (sebelas) zona 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, 
yangselanjutnya disebut WPP-RI, kesebelas WPP-RI itu 
ditunjukkan padaPasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang wilayah 
pengelolaan perikanan republik indonesia, yakni: 
WPP-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 
11 (sebelas)wilayah pengelolaan perikanan yaitu: 
1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan 
LautAndaman; 
2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah 
BaratSumateradan Selat Sunda; 
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3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah 
Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut 
Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 
4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut 
Natuna,dan Laut China Selatan; 
5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa; 
6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk 
Bone,Laut Flores,dan Laut Bali; 
7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut 
Banda;8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, 
LautMaluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; 
8. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan 
sebelahUtara Pulau Halmahera; 
9. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan 
Samudera Pasifik; 
10. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, 
danLaut Timor bagian Timur. 
Bahwa fungsi utama fishing ground sebetulnya adalah 
dengan adanya wilayah tersebut maka para penangkap ikan 
dapat melakukan penangkan ikan di wilayah tersebut sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Sehingga dampak terjadinya 
overfishing (penangkapan ikan melebihi batas) dapat dicegah. 
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4. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin 
(SIUP,SIPI, dan SIKPI) 
 Surat izin dalam penangkapan ikan, terbagi dalam tiga jenis 
surat yang berdasarkan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 2004 tentang 
perikanan, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI. 
 Berikut pengertiannya masing-masing pada Pasal 1 angka 16 
sampai 18 dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni: 
a. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut 
SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan 
perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 
tersebut. 
b. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut 
SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 
c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya 
disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap 
kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 
Lebih lanjut dasar hukum diwajibkannyaSIUP, SIPI, dan 
SIKPI yakni dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan 
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UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan. Berikut penjelasannya masing-
masing: 
a. SIUP  
Pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang  
Perikanan, bahwa: 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan,pembudidayaan,pengangkutan,pengolahan, 
dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia wajib memiliki SIUP; 
(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/ataupembudi 
daya ikan kecil. 
b. SIPI 
Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (5) dalam UU No. 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan, bahwa: 
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan 
untuk melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas 
wajib memiliki SIPI. 
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(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan 
untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki 
SIPI. 
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa 
SIPI asli. 
(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang 
melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara 
lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 
Pemerintah. 
(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil. 
  3. SIKPI 
Pasal 28 ayat (1) sampai ayat (4) dalam UU No. 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan, bahwa: 
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah 
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pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib 
memiliki SIKPI. 
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan 
untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan 
perikananNegara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI. 
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut 
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia wajib membawa SIKPI asli. 
(4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil 
dan/atau pembudi daya-ikan kecil. 
SIUP, SIPI, dan SIKPI adalah wajib, sehingga kegiatan 
penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka 
dianggap telah melakukan Tindak Pidana Perikanan karena telah 
melanggar hukum. Bahkan sanksi yang diberikan oleh undang-
undang kepada para pelanggar, baik sanksi pidana maupun sanksi 
denda cukup tinggi. Berikut disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni: 
Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: 
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di 
31 
 
bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, 
pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima 
ratus juta rupiah). 
 
Pasal 93 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: 
 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki 
SIPI  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan 
ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
 (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
 
Pasal 94 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: 
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik 
Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan 
yang terkait yang tidak memiliki SIKPIsebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 5 (lima) tahundan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
 
Selain penangkapan ikan tanpa memiliki izin saat operasi di 
perairan indonesia, modus opera di pelanggaran lainnya yang 
dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan 
ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal 
pelarangan penggunaan surat izin palsu oleh kapal-kapal perikanan 
diatur jelas dalam pasal 28A UU No. 45 tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang 
berbunyi:  
Setiap orang dilarang: 
a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau 
b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. 
Pemalsuan surat izin ini dapat berupa bentuk fisik kapal yang 
tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan 
penerbiatan surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau 
ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.  
5. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 
terlarang. 
 Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009tentang perubahan atas 
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Yakni: 
 
“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
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sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia.” 
 
Menjadi rujukan bahwa selain penggunaan bom ikan serta bius 
ikan, ternyata masih ada jenis alat tangkap yang dilarang oleh 
pemerintah. Dan salah satu alat penangkapan itu adalah Pukat 
harimau. 
Pukat harimau atau biasa juga disebut pukat udang, karena 
memang penggunaan awalnya untuk menangkap udang di perairan 
dasar laut. Pukat Harimau adalah jaring yang berbentuk kantong yang 
ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau 
belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, 
karena alat ini merusak semua yang dilewatinya. Oleh karena itu 
kecenderungan alat tangkap ini dapat menjurus ke alat tangkap yang 
destruktif.  
Kegiatan alat tangkap pukat harimau atau sejenisnya, dilarang 
pemerintah berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1980. Pasca 
dikeluarkannya Kepres tersebut, pengadaan bahan baku udang 
nasional tersendat. Oleh karenanya, dalam rangka memanfaatkan 
sumberdaya udang di perairan kawasan timur Indonesia, maka 
pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui Kepres No. 85 
Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang. Menurut Kepres ini, 
pukat udang dapat dipergunakan menangkap udang di perairan 
kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan laut Arafura dengan 
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batas koordinat 1300 B.T. ke Timur, kecuali di perairan pantai dari 
masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 
meter. Dengan kata lain, Kepres No. 85 tahun 1982 hanya 
mengizinkan penggunaan pukat secara terbatas, karena di luar 
wilayah yang diatur Kepres No. 85 tahun 1982 ini, ketentuan-
ketentuan yang tertuang di dalamnya tetap berlaku. 
Hingga tahun 2008, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan 
baru yang membolehkan penggunaan trawl, yakni Peraturan Menteri 
(Permen) Nomor 06/Men/2008 tentang penggunaan alat 
penangkapan ikan pukat hela diPerairan Kalimantan Timur Bagian 
Utara. Jadi, jaring trawl boleh digunakan, tapi hanya di daerah tertentu 
saja.  
3. Pengadilan Negeri Perikanan Di Indonesia 
Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan 
peradilan pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan. 
Tempat Kedudukan hingga saat ini terdapat sepuluh Pengadilan 
Perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan dibentuk 
pertama kali pada tahun 2004 di Pengadilan Negri Jakarta Utara, 
Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan 
Pengadilan Negeri Tual. 
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Pada tahun 2010 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 15 
tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri 
Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Pinai. Kemudian pada tahun 
2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2010, 
Pengadilan Perikanan juga dibentuk di Pengadilan Negeri Ambon, 
Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke. Daerah 
hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum 
Pengadilan Negeri.19 
4. Tindak Pidana Perikanan Dalam Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 
Perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari  praproduksi; produksi, pengelolaan 
sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem 
bisnis perikanan. 
Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan menjelaskan  
                                                          
19 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Perikanan  
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“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, 
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal pengangkapan 
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana 
dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)” 
 
Unsur “setiap orang” pada dasarnya identik dengan kata setiap 
orang. Unsur “sengaja memiliki, menguasi, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan”, bahwa terhadap unsur ini adalah berbentuk 
alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen atau bentuk-
bentuk perbuatan yang memilik, menguasai, membawa dan/atau 
menggunakan, maka terhadap unsur kedua ini harus pula 
dinyatakan telah terbukti. Dalam hal ini unsur sengaja diartikan 
sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa 
kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan 
tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Unsur 
“yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
dikapal penangkapan ikan diwiliyah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia“, dalam hal ini pemanfaatan potensi perikanan 
dilakukan secara optimal dan diarahkan pada pendaya gunaan 
sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada 
dan kelestarian untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat. Hal ini 
berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang 
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dengan daya dukungnya. Sehingga dapat memberikan manfaat 
secara terus menurus. Salah satunya dilakukan dengan 






























A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Kelas IA 
Pangkep (Pangkajene Kepulauan), Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin, Dan Perpustakaan Fakultas Universitas Hasanuddin. Penulis 
memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi 
penelitian relevan dengan masalah yang deteliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam melakukan penelitian ini, Jenis data yang akan digunakan 
adalah: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara    
langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang penulis 
teliti. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaaan    
terhadap  berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek 
kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang 






Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
     1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku       
kepustakaan, karya ilmiahn dan artikel-artikel yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. 
 2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan    
mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :  
 1. Teknik wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan wawancara 
atau pembicaraaan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
terhadap nara sumber atau penegak hukum khususnya hakim 
Pengadilan Negeri Klas IA Pangkep dan ahli hukum pidana yang 
dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan 
dalam pembahasan objek penelitian. 
2. Teknik kepustakaan yaitu dilakukan untuk memperoleh data dari 
sumber sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen hukum berupa 
buku, perundang-undangan, kamus hukum, pemberitahuan media 





D. Analisis Data 
Data-data yang  telah diperoleh baik data primer maupun sekunder 
kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. 
Kemudian disajikan secara dekskriptif, guna memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana 
Perikanan  
1. Posisi Kasus 
Posisi kasus dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Pkj. adalah 
sebagai berikut:  
Bahwa berawal ketikai Hamzah mengajak terdakwa dan Kahar untuk 
acara bakar-bakar ikan dan apabila ada sisa ikan tangkapannya maka 
akan dikeringkan lalu dijual dan hasilnya dibagi bersama selanjutnya 
terdakwa berangkat kelaut untuk menangkap ikan dengan 
menggunakan Kapal Kayu KM. Viar (Jolloro) dengan membawa alat 
penangkapan ikan berupa jarring Parere jenis Dogol (pukat tarik) dan 
setibanya di perairan gusun tinggi sebelah timur pulau cambang-
cambang atau sekitar 1 (satu) mil dari pulau cambang-cambang 
Kecamatan Liukang Tupabbiring L'tara Kabupaten Pangkep terdakwa 
mcnurunkan jarringnya dan pcmberatnya kedalam Laut dan setelah 
jarring dan pemberatnya sudah berada didasar laut selanjutnya 
terdakwa mengemudikan kapalnya dengan cara berputar-putar 
berinngan dengan kapal milik Kahar dan dan kapal milik Hamza 
tujuannya agar ikan yang akan dijaring oleh terdakwa terlepas atau tidak 
masuk kedalam jarring terdakwa maka ikan yang terlepas itu akan 
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teijaring oleh jarring milik Hamza dan Kahar dan posisi kapal terdakwa 
berada ditengah kapal Hamzah berada didcpan dan kapal Kahar berada 
dibelakang dan jarak masing-masing kapal tersebut berjarak sekitar 10 
meter, dan sekitar 1 (satu) Jam kapal terdakwa berputar-putar maka 
terdakwa akan menarik jaringnay naik ketasa kapal namun sebelum 
ditarik tim polair sudah menghentikan kapalnya; 
Bahwa pada saat terdakwa sedang membuang jaringnya dengan 
menggunakan alat pemberat kedasar laut dari jauh tim dari Polair 
melihat kapal terdakwa dan dua kapal lainnya yakni kapal milik Kahar 
dan Hamzah sedang membuang jaring kedasar laut degan 
menggunakan alat pemberat sehingga tim dari polair mendatangi kapal 
tersebut lalu kemudian menyuruh terdakwa menarik jarring naik ke 
dasar laut beserta alat pemberatnya, setelah jarring sudah dikapal maka 
terdakwa mengeluarkan ikan hasil tangkapannya dari dalam jarring dan 
selanjutnya tim palair menggabungkangkan ikan hasil tangkapan 
terdakwa dan kedua orang temannya yakni kahar dan Hamzah dan 
mengahsilakan 1 (satu) gabus dengan ber macam-macam jenis ikan 
yakni ikan ciko-ciko.bete-bete,kerung-kerung dan ikaii kakap putih dan 
selanjutnya tim polair mengamankan terdakwa bersama barang 
buktinya; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 45 
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tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo 
Peraturan mentri kelautan dan Perikanan Rl No.2/PERMEN-KP/2015 
tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela 
(TRAWLS) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di Wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia; 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan 
dakwaan tunggal yaitu pada pasal 85 Undang-undang No. 45 Tahun 
2009 Tentang Perikanan. 
Bahwa ia terdakwa Juimaing Bin Jiro pada hari Senin tanggal 03 
Agustus 2015 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di perairan gusun tinggi 
sebelah timur pulau cambang-cambang atau sekitar 1 (satu) mil dari 
pulau cambang-cambang Kecamatan liukang Tupabbiring Utara 
Kabupaten pangkep dengan titik koordinat S.04-46-705, E 28-083 atau 
setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalain 
Daerah Hukum Pangadilan Negeri Pangkep, setiap orang dilarang 
memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat 
penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganngu 
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal penangkap ikan 
di Wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 
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tentang perikanan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara 
lain sebagai berikut: 
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 3 Agustus 2015 sekitar 
pukul 17.00 Wita di Perairan Gusung Tinggi sebelah timur Pulau 
Cambang–cambang, dengan jarak 1 (satu) Mil dari Pulau Cambang-
cambang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten 
Pangkep; 
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan jaring pukat tarik 
Jenis dogol atau biasa disebut Parere yang memakai pemberat; 
- Bahwa Terdakwa di tangkap di Perairan Gusung Tinggi sebelah 
timur Pulau Cambang – Cambang, dengan jarak 1 (satu) Mil dari 
Pulau Cambang - Cambang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, 
Kabupaten Pangkep; 
- Bahwa waktu itu Terdakwa ditangkap bersama Kahar Bin Baco dan 
Hamzah Bin Yolleng; 
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwis Akib (Kasat Polair 
Pangkep); 
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 17.00 Wita; 
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sementara mengemudikan 
kapal; 
- Bahwa bentuk jaring yang Terdakwa dunakan yaitu, memakai 
pelampung dengan  panjang tali kurang lebih 20 (dua puluh) meter 
dan memakai pemberat; 
45 
 
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa jaring renreng 
atau Parere atau jenis Dogol adalah jaring yang digunakan oleh 
Terdakwa; 
- Bahwa lebar mata jaring renreng atau Jaring Parere atau Jaring 
Dogol yaitu lebar 3 Inci, 2 Inci, dan 1,5 inci; 
- Bahwa cara kerja jaring Renreng atau jaring Parere atau jaring jenis 
Dogol adalah pertama-tama Terdakwa berada pada posisi didepan 
kapal saksi Hamzah dan saksi Kahar, kemudian terdakwa 
menurunkan jaring dari atas kapal ke dalam air laut begitu juga 
dengan saksi Kahar dan saksi Hamzah, selanjutnya Terdakwa dan 
saksi Hamzah dan saksi Kahar menurunkan pemberat dari jaring 
tersebut, setelah jaring berada di dalam air laut dan pemberatnya 
sudah sampai didasar laut, Terdakwa, saksi Hamzah dan saksi 
Kahar kemudian mengemudikan kapalnya sambil menarik jaring 
tersebut dengan arah berbutar-putar secara bersamaan, kemudian 
setelah beberapa saat Terdakwa, saksi Kahar dan saksi Hamzah 
menghentikan kemudinya dan memeriksa apakah ada ikan yang 
terjaring;  
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal miliknya 
sendiri; 
- Bahwa kapal dan jaring adalah satu kesatuan, tetapi jaring ini baru 
pertama kali dipergunakan; 
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- Bahwa kapal yang digunakan oleh terdakwa terkadang digunakan 
juga untuk mengangkut penumpang; 
- Bahwa kapal Terdakwa bermesin Daisuki 27 PK; 
- Bahwa kapal Terdakwa hanya 1 (satu), dan hanya itu yang dapat 
digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah; 
- Bahwa kapal tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa selama 8 
(delapan) tahun; 
- Bahwa harga jaring renreng atau Jaring Parere atau Jaring Dogol 
yang digunakan oleh Terdakwa yaitu kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga 
ratus ribu Rupiah); 
- Bahwa harga kapal terdakwa yaitu sekitar Rp.150.000.000,- (seratus 
lima puluh juta rupiah) dan saat ini masih belum lunas cicilannya; 
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau penggunaan 
jaring renreng atau Parere atau Jaring Dogol adalah dilarang;   
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 85 
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
47 
 
1. Menyatakan terdakwa JUMAING BIN JIRO terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“menggunakan alat penangkap ikan yang menganggu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia”: 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lia ratus rupiah); 
4. Amar Putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari  Selasa 
tanggal 22 September 2015 2015 oleh Hakim ANDI WILHAM, SH.,MH 
sebagai Hakim Ketua Majelis, AMIRUDDIN MAHMUD,SH.,MH dan 
IUSTIKA PUSPA SARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota 
telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Jumaing Bin Jiro. 
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim 
anggota yang sama, dibantu oleh MUHTAR, SH sebagai Panitera 
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene dihadiri oleh SULEHA, 
SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. 
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M E N G A D I L I : 
1. Menyatakan terdakwa JUMAING BIN JIRO terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan alat 
penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia”; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama: 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit Kapal KM Viar bermesin Daisuni 27 PK; 
- 1 (satu) lembar buku pas kecil milik Terdakwa;  
 Dikembalikan Kepada Terdakwa Jumaing Bin Jiro 
- 1 (satu) buah jaring Parere jenis Dogol dan Pemberatnya; 
- Beberapa ikan hasil tangkapan berupa ikan ciko-ciko, ikan bete-
bete dan ikan kerung-kerung; 
 Dirampas untuk dimusnahkan. 
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6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 
 
5. Analisis Penulis 
Hukum Pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana materil dan 
hukum pidana formil. Penerapan hukum pidana dalam kasus ini akan 
ditelaah dar segi hukum pidana materil. 
Dapat ditinjau dari Dakwaan penuntut umum, dakwaan merupakan 
dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat 
dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat 
diajukan ke pengadilan, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan putusan kasus nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Pkj 
menyatakan bahwa terdakwa Jumaing Bin Jiro terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana menggunakan alat tangkap penangkap ikan 
yang menganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di 
wiliyah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasain 
membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau 
alat bantu penangkapan ikan yang menganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah).” 
 
Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan 
tunggal, yaitu melanggar Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; 
1. Setiap orang; 
2. Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan; 
3. Yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia; 
Menurut salah seorang Jaksa Penuntut Umum yang diwawancarai 
oleh penulis pada tanggal 07 Februari 2017, yang mengungkapkan 
bahwa: 
Tindak pidana perikanan dilakukan bukan karena kejahatan namun 
dilakukan karena semata ingin memperoleh pendapat yang lebih tinggi. 
Seperti yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan alat tangkap 
terlarang di wilayah perairan Negara Republik Indonesia sehingga 
mengalami kerusakan ekosistem laut dan terumbu karang. 
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Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat 
didalam Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 yang telah menguraikan 
secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa 
maupun mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hali 
ini surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan 
dakwaan Tunggal terhadap kasus ini. 
Dalam kasus ini terdakwa didakwakan Pasal 85 UU NOMOR 45 
TAHUN 2009 tentang larangan membawa alat tangkap yang 
menganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena 
Jaksa Penuntut Umum telah yakin bahwa pasal yang didakwakan 
sudah tepat. 
Melihat uraian diatas penulis berpendapat, bahwa pasal 85 UU NO 
45 TAHUN 2009 telah memenuhi rasa keadilan. Sesuai dengan posisi 
kasus diatas, terdakwa dengan sadar menggunakan alat penangkap 
ikan yang merusak ekosistem laut dan terumbu karang di wiliyah 
perairan Indonesia. 
Menurut Majelis Hakim yang diwawancarai oleh penulis pada 




Unsur “Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan 
ikan”. 
Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah berbentuk alternatif, 
sehingga terbuktinya salah satu elemen atau bentuk-bentuk perbuatan 
yaitu memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan, maka 
terhadap unsur kedua ini harus pula dinyatakan telah terbukti. 
Maka menurut penulis dakwaan tunggal yakni pada Pasal 85 
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 terhadap perbuatan tindak 
pidana terdakwa Jumaing Bin Jiro sudah tepat dan memenuhi unsur 
melawan hukum. Akan tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dalam menuntut terdakwa Jumaing Bin Jiro dengan hukuman pidana 4 
(empat) bulan belum sesuai dan tidak tepat dikarenakan tidak 
memberikan efek jera terhadap terdakwa. Karena dalam hal ini tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum sangat mempengaruhi jatuhnya vonis terhadap 
terdakwa dalam putusan hakim. 
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Hukuman dalam Putusan No. 99/ Pid.Sus/2015/PN.Pkj 
Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadialan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, 
yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih 
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urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek 
hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan 
seseorang sehingga hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan 
cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang 
bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila 
sebagai sumber dari segala hukum. 
Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini 
dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Sehingga dapat dikatakan 
pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan 
berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. Berikut ini penulis akan 
menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 
Negeri Pangkajene No. 99/ Pid.sus/2015/ PN. Pkj, yaitu sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim 
Mengenai Kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan Majelis 
Hakim dimana terdakwa Jumaing Bin Jiro dinyatakan telah terbukti 
secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia”; 
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Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim 
terhadap tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh terdakwa 
Jumaing Bin Jiro adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas 
dakwaan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 
Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa menyatakan tidak 
keberatan dengan surat Jaksa Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah 
memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Makmur Bin 
Wa’abu, Darwis Akib, Amril, S.Pi, MA. Keterangan saksi-saksi tersebut 
sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah 
memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa saling bersesuaian yang didukung pula dengan 
barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
terdakwa telah tebukti secara sah  dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana  menggunakan alat penangkap ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia’’; 
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Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan 
dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap 
merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka 
akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut: 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 
tentang kelestarian biota dan ekosistem diperairan di laut; 
            Hal-hal yang meringankan: 
- Menurut pengamatan Majelis, selama persidangan Terdakwa telah 
menunjukkan rasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dipidana karena melakukan perbuatan yang 
dapat dipidana; 
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga terdakwa 
adalah satu-satunya yang mencarikan nafkah bagi keluarga 
terdakwa (isteri dan anak-anak terdakwa yang masih kanak-kanak); 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara 
No.99/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj berdasarkan beberapa pertimbangan 
yuridis yang dimana Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur 
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dari Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa 
dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 85 Undang-undang 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mana unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut ; 
1 Setiap orang; 
2. Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan; 
3. Yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menguraikan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut: 
Ad.1 Unsur ”Setiaporang”. 
Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” adalah 
identik dengan kata “Barangsiapa” sebagaimana yang terdapat dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut pendapat Mahkamah Agung 
RI dalam Putusannya Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang 
dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terminologi kata “barangsiapa” 
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atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, karena pada 
dasarnya setiap manusia adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak 
dan kewajiban) yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan 
bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali 
undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya 
dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut 
berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan 
mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya 
perlu dibuktikan  apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung 
hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam 
perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai 
Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah 
didakwa seseorang yang bernama JUMAING BIN JIRO, dengan identitas 
sebagaimana telah di bacakan dengan lengkap di depan persidangan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan 
pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam 
persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa JUMAING BIN JIRO yang 
sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene, adalah 
orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut 
Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut 
melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa pengertian 
“Setiaporang” yang dimaksudkan in casu adalah Terdakwa JUMAING BIN 
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JIRO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri 
Pangkajene, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 
“Setiaporang” telah terpenuhi; 
Ad.2 Unsur “Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan”. 
Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah berbentuk alternatif, 
sehingga terbuktinya salah satu elemen atau bentuk-bentuk perbuatan 
yaitu memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan, maka 
terhadap unsur kedua ini harus pula dinyatakan telah terbukti; 
Menimbang, bahwa terhadap kata sengaja oleh pembentuk Undang-
Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas 
tentang pengertian dari Unsur “Sengaja”, namun demikian berdasarkan 
doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Sengaja 
diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa 
kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan 
tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut 
apabila ditinjau dari bentuknya maka “SENGAJA (OPZET)” dikenal dalam 
3 (tiga) bentuk yaitu : 
 Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK), bahwa 
“KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) 
menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah 
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mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan 
terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya 
tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya pebuatan yang dimaksud 
dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang 
dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain 
misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah 
harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, 
dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-
tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan 
seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku; 
 Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ 
ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN). Pada dasarnya kesengajaan ini 
terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan 
untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu 
benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini 
terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) mengganggap 
akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga 
mengandung kesengajaan; 
 Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ 
MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET 
atau DOLUS EVENTUALIS). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini 
timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan 
menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut 
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mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna 
mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain 
yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud dengan 
Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, 
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkannya. Sedangkan alat atau alat bantu penangkapan ikan 
adalah benda yang merupakan sarana utama atau benda yang menjadi 
sarana pendukung yang digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan 
penangkapan ikan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap 
dipersidangan bahwa: 
- Bahwa pada hari Senin 3 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di 
Perairan Gusung Tinggi sebelah timur Pulau Cambang–cambang, 
dengan jarak 1 (satu) Mil dari Pulau Cambang-cambang, Kecamatan 
Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Terdakwa telah 
ditangkap oleh petugas Polisi Polairut (saksi Darwis) karena telah 
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menangkap ikan menggunakan jarring Renreng atau Parere atau 
Jaring jenis Dogol; 
- Bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan jarring Renreng 
atau Parere atau Jaring jenis Dogol; 
- Bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan Kapal KM Viar 
bermesin Daisuki 27 PK, dan kapal tersebut adalah milik terdakwa;  
- Bahwa jenis ikan hasil tangkapan yang diperoleh Terdakwa pada 
saat itu bervariasi diantaranya ikan ciko-ciko, ikan Bete-bete, Ikan 
Kerung-kerung dan lain sebagainya; 
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang 
mengemudikan kapalnya, yang mana jaring renreng atau jaring 
Parere atau jaring Dogol sedang ditarik oleh kapal yang dikemudikan 
oleh Terdakwa; 
- Bahwa cara kerja jaring Renreng atau jaring Parere atau jaring jenis 
Dogol adalah pertama-tama Terdakwa berada pada posisi didepan 
kapal saksi Hamzah dan saksi Kahar, kemudian terdakwa 
menurunkan jaring dari atas kapal ke dalam air laut begitu juga 
dengan saksi Kahar dan saksi Hamzah, selanjutnya Terdakwa dan 
saksi Hamzah dan saksi Kahar menurunkan pemberat dari jaring 
tersebut, setelah jaring berada di dalam air laut dan pemberatnya 
sudah sampai didasar laut, Terdakwa, saksi Hamzah dan saksi 
Kahar kemudian mengemudikan kapalnya sambil menarik jaring 
tersebut dengan arah berbutar-putar secara bersamaan, kemudian 
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setelah beberapa saat Terdakwa, saksi Kahar dan saksi Hamzah 
menghentikan kemudinya dan memeriksa apakah ada ikan yang 
terjaring;  
- Bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan jaring Renreng 
atau Jaring Parere atau Jaring Dogol di wilayah perairan Kabupaten 
Pangkep baru (satu) kali; 
- Bahwa ukuran mata jaring yang digunakan oleh Terdakwa adalah 
bervariasi yakni mulai dari 1,5 inci, 2 inci, 3 inci, dan 4 inci; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka 
perbuatan terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan 
penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa penangkapan ikan adalah 
kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 
dibudidayakan dengan menggunakan alat atau cara apa pun. 
Bahwa karena terdakwa dalam melakukan kegiatan memperoleh 
dan atau menangkap ikan tersebut dengan menggunakan alat 
penangkapan ikan berupa jaring Renreng atau jaring Parere atau Jaring 
Dogol yang cara kerjanya sebagaimana terah terurai pada fakta-fakta 
persidangan tampak bahwa rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan sengaja atau dengan kehendak atau dengan adanya 
maksud dari terdakwa yaitu menangkap ikan baik ikan-ikan yang berukuran 
besar maupun yang masih berukuran kecil, dengan tujuan sebagai bentuk 
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pekerjaan atau mata pencaharian dari terdakwa, tanpa memperhatikan 
cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang terkait hal tersebut; 
Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uaraian dalam penjelasan 
unsur ini maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 
rangkaian perbuatan terdakwa adalah bentuk dari Kesengajaan sebagai 
kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ 
atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) Oleh 
karenanya terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi; 
Ad.3 Unsur “Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber 
Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia”. 
Menimbang, bahwa oleh karena masih ada relevansinya dengan 
unsur kedua, maka terhadap unsur ini Majelis hendak mengetahui apakah 
perbuatan terdakwa yang menangkap ikan menggunakan jaring renreng 
atau jaring Parere atau Jaring Dogol adalah menimbulkan sesuatu akibat 
tertentu. Dalam arti bahwa apakah alat yang digunakan oleh Terdakwa in 
casu Jaring Renreng atau Jaring Parere atau Jaring Dogol adalah 
diperbolehkan Undang-undang ataukah dilarang oleh Undang-undang; 
Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan 
Pasal demi pasal dalam pokok-pokok pikiran dari Undang-undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan, yang menerangkan bahwa Pemanfaatan potensi 
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perikanan dilakukan secara optimal dan diarahkan pada pendayagunaan 
sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan 
kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan 
taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan 
penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan 
kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil 
perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan 
pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan 
sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, 
sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. 
Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui 
pengaturan pengelolaan perikanan. Oleh karenanya untuk mewujudkan hal 
tersebut maka pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan mengatur larangan bagi setiap orang memiliki, 
menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada ayat 
(2) menerangkan bahwa ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau 
alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri; 
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Menimbang, bahwa menindaklanjuti amanah dari Pasal 9 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, maka 
Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan 
mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang 
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan 
Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia, yang dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Alat penangkapan 
ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 terdiri 
dari a. pukat tarik pantai (beach seines); dan b. pukat tarik berkapal (boat 
or vessel seines). Selanjutnya pada ayat (2) menerangkan bahwa Pukat 
tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari:  a. dogol (danish seines); b. scottish seines; c. pair 
seines; d. payang; e. cantrang; dan f. lampara dasar; 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap 
dipersidangan bahwa : 
- Bahwa pada hari Senin 3 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di 
Perairan Gusung Tinggi sebelah timur Pulau Cambang–cambang, 
dengan jarak 1 (satu) Mil dari Pulau Cambang-cambang, Kecamatan 
Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Terdakwa telah 
ditangkap oleh petugas Polisi Polairut (saksi Darwis) karena telah 
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menangkap ikan menggunakan jarring Renreng atau Parere atau 
Jaring jenis Dogol; 
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan jarring Renreng 
atau Parere atau Jaring jenis Dogol; 
- Bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan Kapal KM Viar 
bermesin Daisuki 27 PK, dan kapal tersebut adalah milik terdakwa;  
- Bahwa jenis ikan hasil tangkapan yang diperoleh Terdakwa pada 
saat itu bervariasi diantaranya ikan ciko-ciko, ikan Bete-bete, Ikan 
Kerung-kerung dan lain sebagainya; 
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang 
mengemudikan kapalnya, yang mana jaring renreng atau jaring 
Parere atau jaring Dogol sedang ditarik oleh kapal yang dikemudikan 
oleh Terdakwa; 
- Bahwa cara kerja jaring Renreng atau jaring Parere atau jaring jenis 
Dogol adalah pertama-tama Terdakwa berada pada posisi didepan 
kapal saksi Hamzah dan saksi Kahar, kemudian terdakwa 
menurunkan jaring dari atas kapal ke dalam air laut begitu juga 
dengan saksi Kahar dan saksi Hamzah, selanjutnya Terdakwa dan 
saksi Hamzah dan saksi Kahar menurunkan pemberat dari jaring 
tersebut, setelah jaring berada di dalam air laut dan pemberatnya 
sudah sampai didasar laut, Terdakwa, saksi Hamzah dan saksi 
Kahar kemudian mengemudikan kapalnya sambil menarik jaring 
tersebut dengan arah berbutar-putar secara bersamaan, kemudian 
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setelah beberapa saat Terdakwa, saksi Kahar dan saksi Hamzah 
menghentikan kemudinya dan memeriksa apakah ada ikan yang 
terjaring;  
- Bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan jaring Renreng 
atau Jaring Parere atau Jaring Dogol di wilayah perairan Kabupaten 
Pangkep baru (satu) kali; 
- Bahwa ukuran mata jaring yang digunakan oleh Terdakwa adalah 
bervariasi yakni mulai dari 1,5 inci, 2 inci, 3 inci, dan 4 inci; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan 
menghubungkannya dengan aturan-aturan perihal alat-alat penangkapan 
ikan yang dilarang, maka telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang 
menangkap ikan dengan menggunakan jaring Renreng atau Jaring Parere 
atau Jaring Dogol adalah dilarang, karena mata jaring yang digunakan 
terdakwa ada yang berukuran di bawah standar yang telah ditetapkan yaitu 
berukuran dibawah 2 (dua) inci, sehingga mata jaring yang di bawah 
standar tersebut dikhawatirkan akan mengganggu, membahayakan dan 
bahkan merusak biota-biota laut terutama ikan-ikan kecil yang masih akan 
berkembang biak, selain itu pemberat pada jaring Renreng atau jaring 
parere atau Jaring Dogol yang terseret hingga dasar laut besar 
kemungkinannya akan merusak terumbu karang yang terdapat di dasar 
laut. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tentunya akan 
mengganggu keberlangsungan ekosistem dan biota-biota laut seperti ikan-
ikan yang ada diperairan laut dan merusak Terumbu Karang. Oleh 
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karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa 
unsur ini telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut dan semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan yaitu melanggar 
Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu 
“menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada 
alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa 
mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) 
adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, 
khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, 
dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat 
(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),  dan selama proses 
persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan 
69 
 
sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga terdakwa 
dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungs 
gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal 
lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, 
dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan 
selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta 
yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-
pasal tersebut, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum 
dari perbuatan terdakwa; 
Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-
alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah terpenuhi syarat-
syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; 
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
meminta terdakwa agar dipidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi 
selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, maka Majelis 
berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini baik dari aspek 
yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta 
setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh 
terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai 
dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan 
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masyarakat (social justice) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat 
luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan 
akan menimbulkan efek penjeraan (detterrent effect) khususnya bagi 
terdakwa; 
Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama 
untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam 
penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional 
(atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta 
memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan 
edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana 
diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, maka pidana yang harus 
dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah adalah pidana penjara 
dan pidana denda yang maksimal sudah ditentukan dalam Pasal tersebut; 
Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pidana yang 
harus dijatuhkan menurut Pasal tersebut sifatnya “imperatif” dan bukan 
“alternatif”, maka disamping pidana penjara maka kepada terdakwa harus 
pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini, namun karena Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang 
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Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
tidak mengatur perihal alternatif pembayaran denda tersebut, maka 
alternatif pembayaran denda akan mengacu kepada Pasal 30 ayat (2) Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa apabila 
putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa 
dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat 
dibayar; 
Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa 
ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-
undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 
maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan; 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan status 
barang bukti, maka terlebih dahulu Majelis akan menguraikan dan 
mempertimbangkan ketentuan Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa “Benda dan/atau alat 
yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana 
Perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah 
mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri”; 
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis kata “dapat” dalam suatu 
norma adalah menunjukkan adanya kewenangan yang melekat pada 
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seorang pemangku jabatan, namun kewenangan itu tidak menjadi sebuah 
keharusan (imperatif). Oleh karena pada Pasal 76A Undang-undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan terdapat kata “dapat” dirampas untuk negara atau 
dimusnahkan, maka frasa “dapat” pada ketentuan tersebut tidaklah bersifat 
imperatif atau adanya keharusan dalam penerapannya. Sehingga dalam 
penerapan Pasal 76A tersebut, Majelis berpendapat bahwa penerapan 
pasal tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan dan harus benar-
benar selektif serta kasuistis, karena kata “dapat” pada ketentuan dimaksud 
mengisyaratkan bahwa penerapannya harus benar-benar cermat, hati-hati, 
konfrehensif dan objektif serta selalu bersandar pada asas dan tujuan 
hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun tentunya 
aspek keadilanlah (justice) yang menjadi parameternya, baik keadilan 
hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice). Dan hal 
tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya 
No. 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975 yang dalam pertimbangannya 
menyatakan bahwa “status barang bukti dan persoalan kepada siapa 
barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan judex 
factie”. Oleh karena tidak menjadi keharusan dalam menentukan status 
barang bukti apakah dirampas untuk negara atau dimusnahkan, sehingga 
tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam menentukan status barang bukti 
sepanjang bersesuaian dengan konstruksi hukum dan nilai-nilai keadilan, 
maka Majelis Hakim disamping berpedoman pada Undang-undang Nomor 
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45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 
2004 tentang Perikanan, juga akan tetap berpedoman pada Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana 
telah ditentukan dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa “disamping mengikuti hukum acara 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-undang ini 
dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis)”. 
Karena sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”; 
Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum 
menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal KM VIAR 
bermesin Daisuni 27 PK, DIRAMPAS UNTUK NEGARA, terhadap tuntutan 
status barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai 
berikut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diungkap dipersidangan 
bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Viar bermesin Daisuni 
27 PK yang disita dari terdakwa JUMAING BIN JIRO adalah barang/Kapal 
yang telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk menangkap 
ikan dengan menggunakan jaring Renreng, jaring Parere dan jaring Dogol.  
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa 
kapal Viar warna ungu bermesin Daisuni 27 PK adalah milik terdakwa yang 
digunakan olehnya untuk melakukan penangkapan ikan sebagai mata 
pencaharian utama terdakwa untuk menghidupi keluarganya sehingga 
terhadap tuntutan Penuntut umum terkait dengan barang bukti Kapal Viar 
Terdakwa meminta agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada 
Terdakwa, selain itu alasan Terdakwa meminta agar Barang Bukti Kapal 
Viar dikembalikan kepadanya adalah karena kapal tersebut dibeli dengan 
cara cicilan dan hingga saat ini belum lunas.  
Menimbang bahwa dengan memperhatikan aspek keadilan, 
sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya 
terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara, maka menurut 
hemat Majelis bahwa tuntutan terhadap barang bukti tersebut adalah 
kurang bijaksana, karena dengan memperhatikan segala aspek dan 
mempertimbangkan segala fakta di persidangan bahwa terdakwa yang 
menangkap ikan menggunakan jaring Renreng atau jaring parere atau 
jaring Dogol adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan ikan tersebut akan 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan 
keluarganya, selain itu selama persidangan tidak terdapat pula fakta bahwa 
terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut adalah terorganisir atau 
dengan kata lain ada keterlibatan pihak lain untuk melakukan kegiatan 
penangkapan ikan dengan cara mengeksploitasi dengan skala dan 
cakupan yang besar ataupun terafiliasi dengan pihak asing serta tindakan 
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illegal fishing lainnya yang akan menimbulkan kerugian bagi negara, serta 
mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, 
dan usaha perikanan nasional, maka Majelis berpendapat bahwa barang 
bukti tersebut tidak selayaknya dilakukan perampasan untuk negara, 
karena apabila barang bukti tersebut dirampas, maka tidak ada lagi 
kesempatan bagi terdakwa kelak setelah selesai menjalani pidananya 
untuk memperbaiki kesalahannya, dan melanjutkan kembali pekerjaan 
terdakwa sebagai nelayan kecil dan tradisional, karena barang bukti 
tersebut adalah sarana utama dan satu-satunya bagi terdakwa untuk 
mencari nafkah bagi keluarga terdakwa (isteri dan anak-anaknya), 
sehingga ironinya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 
maka tentulah akan menyebabkan isteri dan anak-anak terdakwa menjadi 
terlantar, karena barang bukti in casu kapal tersebut yang merupakan satu-
satunya alat/sarana terdakwa untuk mencari nafkah telah dirampas untuk 
negara. 
Menimbang bahwa apabila perampasan barang bukti berupa Kapal 
KM Viar tersebut adalah sebagai efek penjeraan (deterrence effect) yang 
menjadi tolak ukur sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap 
terdakwa, maka menurut hemat Majelis bahwa pidana badan dan pidana 
denda yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, telah sangat cukup untuk 
memberikan efek penjeraan bagi terdakwa. Apalagi berdasarkan fakta 
bahwa kapal KM Viar berukuran sekitar 3 GT (Gross Ton), dan 
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 45 
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Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan bahwa “Nelayan Kecil adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling 
besar 5 (lima) gross ton (GT)”. Sehingga Majelis berpandangan bahwa 
perampasan terhadap Kapal KM Viar yang digunakan terdakwa untuk 
mencari nafkah adalah mengusik rasa keadilan, apalagi Negara dalam hal 
ini Pemerintah Republik Indonesia dituntut untuk lebih memperhatikan para 
nelayan-nelayan kecil dan tradisional, sebagaimana ditegaskan dalam 
Penjelasan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Ketentuan 
umum yang menegaskan bahwa “Di samping itu perubahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah 
pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil 
antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan 
mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan 
pengenaan sanksi pidana”; 
Menimbang, bahwa disamping itu pula rasa kemanusiaan tentunya 
harus selalu dikedepankan dalam menentukan status terhadap barang 
bukti, hal mana sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada penjelasan 
Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam pengembalian benda 
sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusian, dengan 
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mengutamakan pengembalian benda sitaan yang menjadi sumber 
kehidupan”. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
yang bersumber dari konstruksi hukum berdasarkan peraturan Perundang-
undangan, maka patutlah apabila barang-bukti berupa 1 (satu) unit Kapal 
KM VIAR bermesin Daisuni 27 PK dan 1 (satu) lembar buku pas kecil milik 
Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa; 
Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa Jaring 
penangkapan ikan (Jaring Renreng atau jaring Parere atau jaring Dogol) 
berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan bahwa Jaring tersebut 
digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu 
menggunakan alat yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan. 
Sedangkan barang bukti berupa hasil tangkapan ikan ciko-ciko, bete-bete 
dan ikan Kerung-kerung telah dinyatakan rusak/membusuk, sebagaimana 
dijelaskan dalam Berita Acara Mati/Rusaknya Barang Bukti dari Penyidik 
Polairut Polres Pangkep tanggal 4 Agustus 2015, dan barang bukti tersebut 
sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka patutlah apabila barang-barang 
bukti tersebut dimusnahkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah 
melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan danakan dijatuhi hukuman, 
maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani 
untuk membayar biaya perkara ini; 
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Mengingat dan memperhatikan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain 
yang berhubungan dengan perkara ini. 
 
4. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). 
Putusan Hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi 
semua pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku 
kejahatan. Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas 
minimum dan maksimun sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal 
yang didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-
hal yang mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam kasus ini sehingga dapat diterima dengan 
rasa adil bagi semua pihak yang berperkara. 
Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana 
yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam 
putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dapat dikatakan bahwa 
pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan 
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berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Selain pertimbangan-
pertimbangan yuridis hakim juga harus melihat atau memperlihatkan 
non yuridisnya. 
Dalam kasus Putusan Nomor 99/Pid,Sus/2015/PN.Pkj terdakwa 
Jumaing Bin Jiro dinyatakan dalam persidangan oleh majelis hakim 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia”; 
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Hakim 
Iustika Puspa Sari, SH mengatakan bahwa: 
 ”Tujuan utama mengapa nelayan melakukan tindak pidana di 
bidang perikanan yaitu semata hanya untuk memenuhi mata 
pencaharian mereka, berhubung terdakwa Jumaing Bin Jiro 
menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam UNDANG-
UNDANG Perikanan dan dapat merusak keberlanjutan sumber 
daya ikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 85 maka terdakwa 
dinyatakan bersalah dan dikenakan pasal 85 UU NO 45 TAHUN 
2009.” 
 
Dalam  putusan perkara Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Pkj hakim 
menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Jumaing Bin Jiro 
dengan 4 (empat) bulan penjara. Menurut analisis penulis, penjatuhan 
hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan 
dibandingkan dengan pidana dalam pasal 85 Undang-Undang 
perikanan yaitu 5 (lima) tahun penjara. Akan tetapi, hakim dalam 
pertimbangannya telah mempertimbangkan terdakwa sesuai dengan 
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hal apa saja yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal 
yang meringankan antara lain: 
- Menurut pengamatan Majelis, selama persidangan Terdakwa telah 
menunjukkan rasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dipidana karena melakukan perbuatan yang 
dapat dipidana; 
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga terdakwa 
adalah satu-satunya yang mencarikan nafkah bagi keluarga 
terdakwa (isteri dan anak-anak terdakwa yang masih kanak-kanak); 
Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang 
mengakibatkan banyak kerusakan dan kerugian tentang kelestarian 
biota dan ekosistem diperairan di laut; Hakim dalam pertimbangannya 
juga memperlihatkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan-
keterangan saksi dan terdakwa yang bersesuaian dan barang bukti yang 
ada di persidangan serta unsur-unsur tindak pidana perbuatan terdakwa 
berdasarkan pertimbangan yuridis itu sendiri. 
Menurut penulis, dalam putusan perkara kasus tindak pidana 
perikanan yang dilakukan oleh Jumaing Bin Jiro tidak tepat dan dirasa 
belum adil. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap 
terdakwa tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan memberi 
pelajaran terhadap terdakwa. Dikarenakan terdakwa telah merusak 
kelestarian dan ekosistem diperairan laut, akan tetapi hakim dalam 
proses pengambilan keputusan sudah sesuai yaitu dalam 
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mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus ini 
berdasarkan fakta-fakta persidangan yang kemudian majelis hakim 





















A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana 
Perikanan sudah sesuai dengan rumusan UNDANG-UNDANG 
NOMOR 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang perikanan. Jaksa Penuntut Umum 
Menggunakan Dakwaan tunggal yakni pada Pasal 85 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang larangan membawa alat 
tangkap yang menganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya 
ikan. Akan tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dan tidak tepat. 
Karena dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat 
mempengaruhi jatuhnya vonis terhadap dalam putusan hakim. 
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Hukuman dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Pkj dalam 
tindak pidana perikanan kurang tepat dan dirasa belum adil. Karena 
dalam menjatuhkan pidana hakim tidak sesuai dengan perbuatan 
terdakwa yang terbukti secara sah melawan hukum. Maka hakim 






Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Untuk Jaksa Penuntut Umum sebaiknya dalam menerapkan hukum 
yang paling tepat baik dalam menggunakan dakwaan dan dalam 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan dengan baik 
ketentuan yang berlaku. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa akan 
tetapi juga menggunakan analisa yang cermat dan dengan tetap 
memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3. Penulis mengharapkan kepada segenap penegak hukum di  
Indonesia agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan 
tegas dan dijatuhi hukuman atau sanksi yang berat agar para pelaku 
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